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ABSTRAK 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Perda Sleman No. 18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak, anak yang dimaksud adalah seorang yang 

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perlindungan anak menurut 

Perda No.18 Tahun 2013 di panti asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan yang 

ditinjau dari prespktif Maslahah. Hal ini dikarenakan perlindungan anak yang ada 

di Indonesia salah satunya lembaga panti asuhan sudahkan menyelenggarakan 

perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang ada.  

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research). Dengan pendekatan 

normatif yuridis yaitu menggunakan teori Implementasi Hukum dan Maslahah. 

Data akan dianalisa dengan metode deskriptif – kualitatif. Menggunakan sumber 

data primer yaitu dengan melihat Perda Sleman No.18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dan wawancara dengan pihak terkait di panti 

asuhan Al-Hikmah. Dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, penelitian 

terdahulu, dan dokumen- dokumen yang berkaitan. 

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan Perda No.18 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Anak di panti asuhan Al-Hikmah menurut Lawrence M. 

Friedman belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan keterbatasan SDM dan 

biaya finansial dipanti asuhan. Sehingga tidak mampu menerima anak yang masih 

bayi atau balita. Dan hanya mampu menerima anak dari usia 7 tahun sampai jenjang 

kuliah. Namun dalam pelayanan hak dan perlindungan anak yang ada di panti 

asuhan sudah sesuai dengan Perda Sleman No.18 tahun 2013. Dan sudah masuk 

dalam konsep Maslahah yang bersifat Maslahah Dlaruriyyah/ Kepentingan Primer 

(pokok) dan selaras dengan maqasid asy-syariah yaitu untuk memelihara 5 rukun 

kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Panti Asuhan, dan Maslahah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. 

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ Ś Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Kha’ ণ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Ze (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز



 

 x   
 

 

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad ৡ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad ঋ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta’ Ţ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za’ ਋ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 hamzah ‘ Apoostrof ء

 Ya’ Y ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

�͋ΪόََΘϣُ��˶ةد  Ditulis Muta’addidah 

 Ϊ͉ϋِ Ditulis ‘iddahة

  

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1.  Bila dimatikan ditulis h 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, Zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bla diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h.  

 ’ήَϛَ Ditulis Karomah al-AuliyâاΔϣَاϻَُْوΎَϴϟْءِ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

ήτِْϔϟُْةَاΎϛَز Ditulis Zakât al-fiţri 

 

D. Vokal Pendek  

 َϞόََϓ Fathah Ditulis 

Ditulis 

A 

Fa’ala 

ΔϤَϜْΣِ Ditulis Hikmah 

Δ͉Ϡϋِ Ditulis ‘illah 
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 َήϛُِذ Kasrah Ditulis 

Ditulis 

I 

Żukira 

 ُΐϫَάَْϳ Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang  

1 Fathah + alif 

 ˲ΔَϴِϠϫِΎΟَ 

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Jâhiliyyah 

2 Fathah + ya’ mati 

ϰδَϨَْΗ 

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 Kasrah + ya’ mati 

 َϞϴْμِϔَْΗ 

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 Dammah + wawu mati 

 اϮْλُُلُ 

Ditulis 

Ditulis 

Û 

 U܈ûl  

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fathah + ya’ mati 

 ْϢϜَُϨϴَْΑ 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2 Fathah + wawu mati 

 Ϯَْϗ ل˲ 

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 
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G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan denga Apostrof  

 ُϢΜΘϧََْأأ Ditulis  A’antum 

شΘْήَϜَمُْنْ ϟئَِ  Ditulis  La’in Syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam  

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang 

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyah.  

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

 ْήُϘϟْنُ آا  Ditulis Al-Qur’ân 

ΎَϴِϘϟسُ اْ   Ditulis Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.  

 ’Ditulis As-Samâ اΎϤَδ͉ϟءَ 

 ُβϤْ͉شϟا Ditulis Asy-Syams 

 

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  

Ditulis menurut penulisannya.  

 ڲDitulis Żawî al-furû ذَوِي اήُُϔϟْوْضِ 
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 ِΔ͉Ϩδُϟا Ϟُϫََأ Ditulis Ahl as-Sunnah 

 

I. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 

huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya.Contoh: 

 ِϓ َلΰِϧُْي أάِ͉ϟنَ اΎπَϣََرήُϬْηَ َُانήُْϘϟْا Ϫِϴْ  

Syahru Ramadan al-Lazi Unzila Fih al-Qur’an  

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :  

a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, 

dan sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan  kata Arab, namun sudah diLatink-an oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan Fiqh Jinayah. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 ϢϴΣήϟا ϦϤΣήϟا ௌ ϢδΑ  

ϦϴϤϟΎόϟرب ا ௌ ΪϤΤϟا ϦϳΪϟوا ΎϴϧΪϟر اϮϣأ ϰϠϋ ϦϴόΘδϧ ϪΑو  ϻإ Ϫϟاϻ أن ΪϬηا ϻ هΪΣو ௌ

اΪϤΤϣ ΎϧΪϴγ ϰϠϋ Ϟλ ϢϬϠϟ وϰϠϋ اϪϟ وΪΒϋ ϪΒΤλه ورϪϟ Ϛϳήη ϪϟϮγ وأΪϬη أن ΪϤΤϣا 

ϦϴόϤΟأ  

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan segala puji bagi Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahnya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada saat waktunya. Yang berjudul “Perlindungan 

Anak Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 Di Panti Asuhan Al-Hikmah 

Wukirsari Cangkringan Sleman Prespektif Maslahah”. Penyusunan skripsi ini 

merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi 

Hukum Tata Negara. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.   

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun 

materil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun 

haturkan kepada: 
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penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua 
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pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari 

penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan. Anak bukan saja 

kepentingan orang tua melainkan merupakan kepentingan nasional dan bahkan 

kepentingan kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu anak memiliki peran 

strategis dimasa mendatang, maka pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak terlebih anak-anak yang seharusnya mendapatkan 

perlindungan khusus.1 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.2 

 Dalam bahasa arab anak dikenal dengan istilah ibnun yang artinya anak, akan 

tetapi arti istilah ibnun masih mempunyai arti umum yakni anak kandung, anak 

                                                           
1Perda Sleman No.18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.   
 
2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
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angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri dan anak zina.3 Dalam Al-Quran 

menyebutkan dalam surat Asy-Syura Ayat 49 yang berbunyi4  :  

�Ϳَ ϮϤمϟل�ϚϠϣ��Ϸى�رضول�Ύθخ�Ύϣ�ϖϠΨى�ء�خ�Ύθخ�ϦϤϟ�ΐء�خب�ΎثΎو�انΎθخ�ϦϤϟ�ΐرء�لخبϮكάϟ   

Ayat ini menyatakan bahwa menjaga kelangsungan hak hidup seorang anak 

baik dengan cara pengasuhan atau mengadopsi adalah suatu kewajiban bagi setiap 

manusia. 

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut  Peraturan Daerah Sleman 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak yang 

dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi seorang anak perlu mendapatkan 

perlindungan anak sejak dini hingga dewasa nanti.5 

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang 

Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya 

hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap 

anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk 

mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam 

berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan 

                                                           
3 Fuad Muhammad Fahrudin, Masalah Anak Pada Hukum Islam, Anak Kandung, Anak 

Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina.  Cetakan ke-2. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm 24-26.  
 
4 Asy-Syura (42) : 49.   
 

  5Perda Sleman No.18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.  
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terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi 

manusia yaitu penghormatan,  pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.6      

 Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak 

Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan 

Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan  beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional 

maupun yang bersifat internasional.  Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi 

konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak 

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention On The Rights Of  The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). 7 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979.8 tentang 

Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1),  berisi aturan bahwa setiap anak berhak untuk 

mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih 

sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang secara wajar. Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan 

anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

(LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang 

dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam 

                                                           
6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
 
7 KEPPRES No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The 

Rights Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).  
 
8 Republik Indonesia,”Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak”,pasal 1 ayat 1 
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menyelenggarakan pengasuhan anak.9 Dalam masyarakat sendiri, organisasi-

organisasi sosial lebih dikenal dengan nama yayasan atau panti asuhan. Tujuan 

pendirian yayasan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan. 

Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitannya dalam perlindungan anak maka 

diperlukan lembaga untuk pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan 

posisi sejenis melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan 

yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan bagi anak yang masih dibawah 

umur dan yang ditinggalkan orang tuanya. Dengan berdirinya panti-panti asuhan 

maka anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam keluarga bisa 

mendapat perhatian yang cukup dari panti asuhan. Karena selama mereka tinggal 

dipanti asuhan, panti asuhanlah yang menjadi wali. Orang yang memelihara anak 

yatim dan mengurus harta anak yatim dan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau 

suatu badan hukum. 

Di Kabupaten Sleman, keperdulian terhadap perlindungan anak diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak. Dengan diresmikanya Perda ini maka seluruh masyarakat 

kabupaten sleman mampu meningkatkan kualitas perlindungan pada setiap anak. 

Mengenai penyelenggaraan� perlindungan anak di yayasan atau lembaga sosial 

dalam hal ini panti asuhan  AL-Hikmah sebagai obyek penelitian yang akan 

dibahas. Anak-anak tersebut berada dipanti asuhan kerena keluarganya tidak 

                                                           
9 Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional 

Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. 



5 
 

    
 

mampu mengasuhnya sehingga anak – anak tersebut diserahkan diyayasan sosial 

panti asuhan yang terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu, dan du’afa.  

Yang dimaksud anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati ayahnya 

dalam usia sebelum baliqh, anak piatu adalah anak yang telah ditinggal mati ibunya 

dalam usia sebelum baliqh.10 Sedangkan du’afa adalah seseorang yang hidup dalam 

ketidak berdayaan baik secara ekonomi maupun secara sosial, yang bisa tercermin 

dalam kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan. ketika orang tua tidak mampu 

mengasuh dan memenuhi kebutuhan dasar serta mendidik anak agar tumbuh dan 

berkembang baik secara jasmani, rohani dan sosialnya maka anak berhak 

memperoleh pelayanan dari pemerintah maupun lembaga lainya seperti yayasan 

atau panti asuhan.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 di Panti 

Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta yang ditinjau dari 

prespektif  Maslahah.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Hukum Perlindungan Anak Menurut Perda 

No. 18 Tahun 2013 di Panti asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan 

Sleman?  

                                                           
10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1133. 
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2. Bagaimana Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari 

Cangkringan Sleman Ditinjau Dari Prespektif Maslahah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Implementasi Hukum Perlindungan Anak Di 

Panti Asuhan Al-Hikmah  Wukirsari Cangkringan Sleman 

Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran 

perlindungan anak. 

b. Untuk Mengetahui Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al-

Hikmah Wukirsari Cangkringan Ditinjau dari Prespektif 

Maslahah. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

Hukum Tata Negara Islam yang berkaitan dengan pembuatan 

produk hukum khususnya peraturan daerah yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. 

2) Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi secara umum,  khususnya dalam 

konsep Maslahah dalam perlindungan anak di panti asuhan. 
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b. Kegunaan Praktis  

1) Bagi masyarakat, sebagai upaya peningkatan daya kritis 

masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah. 

Khususnya perlindungan anak di panti asuhan. 

2) Bagi akademisi, sebagai sarana penembahan referensi atau 

penambahan keilmuan secara umum. 

3) Bagi pemerintah , sebagai sarana  masukan bagi pemerintah atau 

kepala pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang baik 

sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada. 

D. Telaah Pustaka  

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-

hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.11 Beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Penyelenggaran 

perlindungan anak menurut Perda No. 18 tahun 2013 di Panti Asuhan Al-

Hikmah Wukirsari Cangkringan Yogyakarta antara lain sebagai berikut :  

Pertama Skripsi oleh Faizzulmuna Rizka Aldani dengan judul 

“Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU RI No.35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu 

& Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania”. Penelitian ini 

mengkaji bagaimana tanggung jawab Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu & 

                                                           
11 Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa 

(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3. 
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Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania dalam melakukan 

pengasuhan secara baik dan benar. Sebagaimana yang terkandung dalam 

Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan 

diberikanya wahana untuk menyalurkan bakat dan minat .12 

Kedua, Skripsi oleh Amanda Tikha Santriati dengan judul 

“Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta 

Ditinjau Dari UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” . 

Peneliti ini mengkaji bagaimana memberikan perlindungan hak pendidikan 

bagi anak terlantar. Dinas social bekerja sama dengan beberapa instansi dan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial anak dengan mengadakan Program 

kesejahteraan social anak dengan program tersebut terdapat hal yang sangat 

baik dalam perlindungan pendidikan anak terlantar yaitu pemberian 

bantuan kebutuhan dasar anak dan program wajib belajar 12 tahun.13 

Ketiga Skripsi oleh Mar’atush Sholehah dengan judul 

”Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 06 Tahun 2011 Tentang perlindungan Anak Di Jalan Tahun 2013 

dan 2014”, peneliti ini mengkaji bagaimana menunjukan bahwa wujud 

nyata dari kondisi perilaku anak jalanan dengan usia yang seharusnya 

mereka pergi ke sekolah tetapi dalam kenyataan mereka harus turun ke 

                                                           
12Faizzulmuna Rizka Aldani “Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU RI No.35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu &  
Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania” , Skripsi pada program Perbandingan 
Madzhab Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  

 
13Amanda Tikha Santriati “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota 

Yogyakarta Ditinjau Dari UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Skripsi pada 
Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.  
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jalan untuk meminta-minta atau bekerja di jalan, hal ini dikarenakan 

dukungan faktor orangtua, keluarga, saudara, pelindung (Preman), atau 

pengasuh mereka.14 

Keempat Skripsi oleh Didi Kurniawan dengan judul “Praktek 

Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah  

Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan 

Kota Yogyakarta). Peneliti mengkaji bagaimana pemerintah seharusnya 

menyikapi secara serius masalah anak jalanan baik dengan cara pencegahan 

penjangkauan, pemenuhan hak dan intergrasi sosial. Sehingga kasus sosial 

bahkan masalah eksploitasi anak ini dapat diminimalisir. Oleh sebab itulah 

yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perlindungan anak jalanan sudah 

sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang perlindungan 

anak yang hidup dijalanan.15 

Kelima Skripsi Oleh Chika Mandarinca dengan judul “ Prlindungan 

Hak Asasi Anak Panti Asuhan di Wilayah Sleman dari Tindakan Kekerasan 

ditinjau dari Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak PBB” Peneliti mengkaji 

bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak 

anak dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan 

sejumlah hak-hak anak. menyusun sistem pemantauan dalam pemenuhan 

                                                           
14Mar’atush Sholehah,”Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang perlindungan Anak Di Jalan Tahun 2013 dan 2014”  
Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.  

 
15Didi Kurniawan, “ Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi kasus anak jalanan di kota 
yogyakarta). Skripsi Pada Program Ilmu Hukum 2016  Fakultas Syariah Universitas Islam Negri 
Sunan Kalijaga.  
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hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif 

berkaitan dengan hak anak. Ratifikasi terhadap sejumlah Konvensi Hak-hak 

Anak PBB dan menuangkannya dalam sejumlah peraturan perundangan 

belaka tanpa adanya perubahan sikap dan perilaku yang mendukung.16 

Keenam Skripsi Oleh Hardianti Eka Pratiwi dengan judul 

“Efektifitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan 

Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di 

Jalan“ Penelitian ini mengkaji bagaimana Tim dan forum perlindungan 

anak yang hidup dijalan dalam menjalankan peraturan DIY No. 6 tahub 

2011 dengan prespektif maslahah mursalah.17 

Ketujuh Skripsi Oleh Tari Dwi Wulandari dengan judul 

“Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Sebagai Upaya Pengembangan Perilaku 

Sosial Anak dan Remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan” Plupuh 

Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan : (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagai upaya 

pengembangan perilaku sosial anak dan remaja di Panti Asuhan “Al-

Hikmah Sejalan”,  (2) Hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagai 

upaya pengembangan perilaku sosial anak dan remaja di Panti Asuhan 

“AlHikmah Sejalan”, (3) Faktor pendukung dan penghambat  pelaksanaan 

                                                           
16Chika Mandarinca “Prlindungan Hak Asasi Anak Panti Asuhan di Wilayah Sleman dari 

Tindakan Kekerasan ditinjau dari Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak PBB” Skripsi pada program 
Ilmu Hukum 2015 Universitas Gadjah Mada. 

 
17Hardiantika Eka Pratiwi, Efektifitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam 

Mengimplementasikan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup 
Di Jalan. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.  
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kegiatan pendidikan sebagai upaya pengembangan  perilaku sosial anak 

dan remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan”.18 

Jadi sejauh ini belum pernah ada yang meneliti tentang  

Perlindungan Anak Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2013 di Panti Asuhan 

Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta, namun hanya saja 

ada satu yang persis nama tempat panti asuhan di Al-Hikmah Wukirsari 

Cangkringan.  

E. Kerangka Teori 

1. Implementasi Hukum  

  Implementasi merupakan salah satu kajian berkaitan dengan 

kebijakan publik. Implementasi merupakan kegiatan untuk 

mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang 

dilakukan oleh para implementar kepada kelompok sasaran (target group) 

sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan dari 

kebijakan diharapkan akan tercapai ketika policy output dapat diterima 

dan dimanfaatkan dengan tepat oleh kelompok sasaran sehingga dalam 

jangka panjang tujuan mampu diwujudkan.19 

  Dalam teori Lawrience Meir Friedman, substansi hukum merupakan 

suatu sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

                                                           
18Tari Dwi Wulandari ”Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Sebagai Upaya Pengembangan 

Perilaku Sosial Anak dan Remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan” Plupuh Wukirsari 
Cangkringan Sleman Yogyakarta” Skripsi Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2016.  

 
19Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti, Implementasi Kebijakan Publik, 

(Yogyakarta : Gava Media, 2012), hlm. 21. 
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dilaksanakan. Dalam hal ini peraturan bergantung ada tidaknya suatu 

aturan yang maengatur sehingga dapat dijalankan  

b. Struktur Hukum (Legal Structure)  

  Dalam hal ini dikatakan sebagai sistem struktural yang 

menentukan bisa atau tidaknya peraturan tersebut berjalan dengan baik. 

Suatu peraturan yang sudah tertulis tidak akan berjalan dengan baik 

apabila tidak ada aparat yang kredibilitas, kompeten dan independen.   

c. Budaya Hukum (Legal Culture)  

    Dalam aspek ini, menurut Friedman budaya hukum 

merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem 

kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya yang berkembang 

menjadi satu. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan 

kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar dan mematuhi 

peraturan yang berlaku maka akan menjadi faktor pendukung. Namun 

apabila masyarakat tidak mematuhi, maka akan menjadi faktor 

penghambat.20 

2. Teori Maslahah 

  Menurut bahasa kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang 

berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan 

                                                           
20 Lawrence M. Friedman, alih bahasa M. Khozim, cet.ke VI,  Sistem Hukum Perspektif 

Ilmu Sosial, (Bandung: Nusamedia, 2009). hlm. 32. 
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menolak kerusakan.21 Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari 

kata salahu-yasluhu-salahan,  ΎΣϼλ , ΢Ϡμϳ , ΢Ϡλ  artinya  sesuatu yang baik, 

patut, dan bermanfaat.22 Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas 

tidak terkait dengan dalil agama (Al-Quran dan Al-Hadis) yang 

membolehkan atau yang melarangnya.  

  Ma܈laḥah Mursalah menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak 

di syariatkan oleh syar’i dalam wujud hukum, di dalam rangka 

menciptakan kemaslatahan. Di samping tidak dapat dalil yang 

menyalahkan atau membenarkan. Karenanya Ma܈laḥah Mursalah itu di 

sebut mutlak, lantaran tidak terdapat  dalil yang menyatakan benar atau 

salah. Adapun pengertian Ma܈laḥah dalam bahasa arab berarti 

“perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan Manusia”. Dalam 

arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, 

baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan 

keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap 

yang mengandung manfaat patut disebut  Ma܈laḥah.23 

  Menurut Imam Ghozali prinsip Maslahah sama dengan “sesuatu 

yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan 

                                                           
21Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 

1955, hlm.43. 
 
22Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir Al-Quran, hlm.219. 
 
23Syariffudin Amir, U܈hul Fiqh, cet I Jilid II,  (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 

324   
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kemdharatan (kerusakan). Namun hakikat dari maslahah ialah 

memelihara tujuan syara`”. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan 

manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada 

kehendak syariat tetapi sering didasrkan pada hawa nafsu oleh karena itu 

menurut Imam Ghozali yang dijadikan patokan dalam menentukan 

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara` buka kehendak 

tujuan manusia. 

  Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah adalah maslahah dimana 

syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga 

tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau 

pembatalannya.24  

  Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi Ma܈laḥah adalah segala 

kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar`i (dalam mensyariatkan 

hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukan 

diakuinya atau tidaknya.25 

  Adapun sumber asal dari metode Ma܈laḥah yang di Pergunakan oleh 

para ulama adalah di ambil dari Al-Qur’an yang terdapat pada QS.Yunus� 

Ayat (57).26 

                                                           
24Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, kaidah-

kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123. 
 
25 Muhammad Abu Zahra, Ushul Al-Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma’shum, (Jakarta : Surga 

Firdaus,2005), hlm. 424.  
 
26QS.Yunus’(10): 57.  
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 Իϳ ˷ϳَ΄Ϭ سΎ͉Ϩϟٱ ΎϜΗْءΎΟ Ϊْϗ ْϮϣ˷ Ϣψϋ ِϣ ˲Δ ˷ر ϦϜ˷Αو Ϣْ ͋ϟ ˲ءΎϔηϓ ΎϤورΪμ˷ϟٱ ϰ Ϊϫَى و

ϤϠ˷ْϟ ˲ΔϤΣْؤϦϴϨϣْرو  

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa Ma܈laḥah dapat 

dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam 

tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan 

di atas, dan ditambahkan Maṣlaḥah tersebut merupakan kemaslahatan 

yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, 

yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak 

kemudaratan. Dan Maṣlaḥah tersebut mengandung kemanfa’atan secara 

umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak 

melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur’an dan al-

Hadits.   

F. Metode Penelitian  

 Agar mudah dalam mengumpulkan data yang relevan dengan 

permasalahan yang di harapkan maka penyusun menggunakan metode 

penelitian yaitu : 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang 

menggunakan data penelitian langsung dari lapangan. Kemudian data 

yang telah digali secara intensif dianalisis, ataupun objek penelitiannya 

yaitu perlindungan anak dipanti asuhan Al-Hikmah menurut Perda 

No.18 Tahun 2013.  
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian 

dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya 

kemudian  data-data  tersebut  disusun,  diolah,  dan  dianalisis  untuk 

dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada27. 

3. Pendekatan Penelitian  

a). Pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati Masalah yang diteliti 

berdasarkan teori Implementasi dan Ma܈laḥah  yang berkaitan 

dengan perlindungan anak dipanti asuhan. 

b). Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti 

dengan melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan 

daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak dipanti asuhan. 

4. Sumber Data Penelitian  

a). Data Primer 

Data premier, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.28 

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Panti Asuhan Al-

Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta. 

    b). Data sekunder  

Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, perundang-

undangan, artikel, jurnal, majalah, dokumen yang berkaitan dengan 

                                                           
27Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 

105 
28Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129 
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penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur yang 

berkaitan dengan perlindungan anak.   

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data  yang digunakan 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan kepada si peneliti.29 Dalam penelitian ini penulis 

mewawancarai Bapak Drs. H. Suharna, MSI. Selaku pengasuh dan 

pemilik panti asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan. Dan 

Renita, Gestin, Falinda, Eka, Lutfita, dan Novi selaku anak asuh 

panti asuhan Al-Hikmah. Hasil yang diperoleh dari wawancara 

dideskripsikan secara analisis dalam skripsi ini sehingga 

memunculkan  kesimpulan yang sesuai. 

b. Observasi  

Observasi ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.30 Observasi 

yang dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung tempat Panti 

Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan.  

                                                           
29Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64. 
 
30Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. 

(Surabaya: Airlangga University Pressl, 2001), hlm. 142. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa 

dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian seperti catatan 

harian surat-surat, transkip, buku serta catatan lain yang berkaitan 

dengan objek penelitian.31 Dokumentasi yang peneliti lakukan 

dengan merekam, mencatat, dan menfoto setiap mencari data di 

Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan. Dan 

mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

6. Teknik Analisa Data 

Penelitian    ini   menggunakan   metode      analisis      data      

kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan 

analisisnya pada proses  penyimpulan deduktif   dan   induktif   serta   

pada dinamika  hubungan  antar fenomena yang  diamati  dengan  

menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya  akan  

ditarik  kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir  deduktif,   

yaitu  suatu  pola berpikir  yang  berdasarkan  pada  hal-hal yang 

umum.32

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan untuk 

mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari 

                                                           
31Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. 

(Surabaya: Airlangga University Pressl, 2001), hlm. 152. 
 
32Soetrisno Hadi, Metodologi Research,(Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm.42.  
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tujuh sub bab: mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Konsep Teori Implementasi Hukum dan Maslahah 

Mencakup sub bab: A. Teori implementasi ada Pengertian implementasi, 

hukum dan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman  B. Teori 

Maslahah mencakup pengertian maslahah, macam-macam maslahah, dan 

syarat berhujah dengan maslahah,  

Bab Ketiga, Menjelaskan Perda No.18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Mencakup sub bab : Pengertian 

Perda, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Latar belakang 

lahirnya perda,  Pengertian Anak Menurut Perda, Perlindungan Anak 

Menurut Perda, dan Hak Anak Menurut Perda. Point B. Gambaran Umum 

Panti Asuhan Al-Hikmah Mencakup sub bab : Profil Panti Asuhan Al-

Hikmah, Visi Misi dan Tujuan Panti Asuhan, struktur pengurus panti asuhan 

al-hikmah, sarana dan prasarana panti asuhan al-hikmah, daftar anak asuh 

panti asuhan al-hikmah dan C. Program Penyelenggaraan perlindungan 

anak di Panti Asuhan, ada pemenuhan hak-hak anak, program pembinaan 

akhlak, peran pengasuhan anak, pengawasan dan tanggung jawab, dan 

keuangan panti asuhan. Dan D. Daya dukung dan kendala dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak di panti asuhan al-hikmah ada faktor 

pendukung dan faktor penghambat. 
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Bab Keempat, menjelaskan Analisis Implementasi Hukum 

Perlindngan Anak menurut perda no 18 tahun 2013 di panti asuhan. Pertama 

analisis tentang  Implementasi penyelenggaraan perlindungan anak menurut 

perda no.18 tahun 2013 di panti asuhan al-hikmah, yang kedua analisis 

tentang penyelenggaraan perlindungan anak di panti asuhan al-hikmah 

wukirsari cangkringan sleman ditijau dari prespektif  Maslahah 

Bab Kelima Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran atau 

penulisan skripsi yang dilengkapi dengan daftar pustaka dari semua sumber 

rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan keterangan yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menurut   Lawrence   M.   Friedman   dalam   teori   implementasi   hukum 

bahwasanya berhasil atau tidak berhasilnya suatu peraturan hukum maupun suatu 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak berwewenang bergantung pada tiga 

perkara yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Meskipun 

diakui belum begitu optimal, pelayanan Hak dan Perlindungan Anak yang 

diberikan oleh panti asuhan dapat dipandang sudah memadai untuk keperluan 

anak asuhnya yang sejalan dengan ketentuan Perda Sleman No.18 tahun 2013 

Tentang penyelenggaraan perlindungan Anak. Pelayanan yang diberikan dan 

disediakan panti asuhan Al-Hikmah sudah membantu anak yatim, piatu dan 

dhuafa untuk memenuhi kebutuhan hak-hak hidupnya. Namun dalam menerima 

anak sesuai dengan Perda Sleman No. 18  Tahun 2013 pasal 1 Angka 6 

menyebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum  berusia 18  tahun  

termasuk  yang masih  dalam  kandungan.  Untuk mengasuh, melindungi,  serta 

merawat anak dari usia  yang masih dalam kandungan sampai umur 18 tahun 

pihak panti asuhan hanya mampu menerima, mengasuh, melindungi anak dari 

usia 7 tahun sampai kuliah, dikarenakan  kekurangan  Sumber  Daya  Manusia  

(SDM)  yang  mamu merawatnya serta mengasuhnya dan sumber anggaran 

biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
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2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di Panti Asuhan Al-Hikmah 

sudah memenuhi kriteria konsep Maslahah yang bersifat Maslahah 

Dlaruriyyah (Kepentingan Primer) dan secara umum memberi kemaslahatan 

bagi masyarakat Kabupaten Sleman. Demikian pula sudah selaras dengan 

maqasid asy-syariah yaitu untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia 

yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

 

B. SARAN  

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan judul Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 tahun 2013 di Panti Asuhan Al-Hikmah 

Wukirsari Cangkringan Sleman maka penyusun memberikan saran diantaranya : 

Panti Asuhan Al-Hikmah Wukisari Cangkringan mungkin bisa menambah Sumber 

Daya Manusia (SDM) agar mampu merawat, mengasuh, dan melindungi anak yang 

masih bayi dan balita. Agar dapat memaksimalkan Perda Sleman No. 18 Tahun 

2013 Tentang Prnyelenggaraan Perlindungan Anak di Panti Asuhan Al-Hikmah.  
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Pukul 15.00-17.00 WIB. 

Wawancara dengan Renita anak asuh putri panti asuhan Al-Hikmah di asrama putri 

panti asuhan Al-Hikmah Cangkringan. Selasa, 18 Mei 2021. Pukul 15.00-

17.00 WIB. 
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